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Abstract. Post-Reformasi identity politics has become a significant phenomenon in Indonesian politics, 

with the potential to either strengthen or weaken democratic consolidation. This study aims to analyze the 

relationship between identity politics and democratic consolidation in Indonesia, focusing on the positive 

and negative impacts of identity politics on social and political stability. Using a qualitative approach 

and descriptive analysis, the research explores how identity politics has emerged in various political 

contexts in Indonesia and how it affects social cohesion and the integrity of democratic institutions. The 

findings show that while identity politics can enhance the representation of marginalized groups and 

enrich political participation, it also has the potential to trigger social polarization that may threaten the 

stability of democracy. Therefore, prudent management of identity politics by the government, political 

parties, and civil society is essential to maintain the balance between pluralism and national unity. 
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Abstrak. Politik identitas pasca-Reformasi telah menjadi fenomena signifikan dalam politik Indonesia 

yang berpotensi memperkuat atau melemahkan konsolidasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan fokus 

pada dampak positif dan negatif dari politik identitas terhadap stabilitas sosial dan politik. Melalui 

pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana politik identitas 

muncul dalam berbagai konteks politik di Indonesia dan bagaimana hal itu memengaruhi kohesi sosial 

serta integritas institusi demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun politik identitas dapat 

meningkatkan representasi kelompok marginal dan memperkaya partisipasi politik, hal ini juga berpotensi 

memicu polarisasi sosial yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, pengelolaan 

politik identitas yang bijaksana oleh pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil sangat penting untuk 

menjaga keseimbangan antara pluralisme dan kesatuan nasional. 

Kata kunci: Politik Identitas, Konsolidasi Demokrasi, Polarisasi Sosial. 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai babak baru dalam 

sistem politik Indonesia, menggantikan rezim otoriter Orde Baru dengan demokrasi 

yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan runtuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami 

transformasi signifikan menuju desentralisasi kekuasaan dan kebebasan berpendapat 

yang lebih luas (Aspinall, 2010). Kebijakan desentralisasi ini memberikan otonomi 

lebih besar kepada pemerintah daerah dan menciptakan lingkungan politik yang 

memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam urusan pemerintahan. Di sisi lain, 

kebebasan berpendapat yang semakin terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

mengekspresikan identitas mereka secara lebih terbuka, baik dalam konteks etnis, 

agama, maupun kelompok sosial lainnya. 

Seiring dengan berkembangnya demokrasi, politik identitas mulai muncul 

sebagai alat strategis dalam dinamika politik Indonesia. Dalam beberapa kasus, politik 
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identitas digunakan oleh aktor politik untuk mendapatkan dukungan dari kelompok 

tertentu, khususnya dalam konteks pemilihan umum (Mietzner, 2014). Politik identitas 

juga menjadi sorotan karena dampaknya yang berpotensi mengancam kohesi sosial dan 

stabilitas politik, terutama saat digunakan untuk kepentingan elektoral yang dapat 

memicu polarisasi di masyarakat. Studi menunjukkan bahwa politik identitas yang 

berkembang di Indonesia pasca-Reformasi sering kali memanfaatkan aspek agama atau 

etnis sebagai faktor utama mobilisasi massa, yang dapat mengakibatkan pengelompokan 

masyarakat berdasarkan identitas sosial (Hefner, 2018). Dengan demikian, fenomena 

politik identitas di Indonesia tidak hanya mempengaruhi dinamika pemilu tetapi juga 

memengaruhi konsolidasi demokrasi di negara ini. 

Dalam konteks demokratisasi pasca-Reformasi, politik identitas telah menjadi 

fenomena yang kompleks dan signifikan di Indonesia. Politik identitas, yang 

memanfaatkan perbedaan identitas seperti agama, etnis, dan kelompok sosial sebagai 

dasar mobilisasi politik, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya 

terhadap proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi, yang memerlukan 

integrasi sosial dan penerimaan terhadap nilai-nilai demokrasi, dapat terganggu jika 

politik identitas memicu segregasi dan konflik horizontal antar kelompok (Aspinall & 

Berenschot, 2019). Oleh karena itu, salah satu pertanyaan utama yang perlu dijawab 

dalam studi ini adalah: Bagaimana politik identitas memengaruhi konsolidasi demokrasi 

di Indonesia pasca-Reformasi? 

Penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi aspek positif dan negatif politik 

identitas terhadap stabilitas demokrasi. Di satu sisi, politik identitas dapat meningkatkan 

partisipasi politik dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang sebelumnya 

termarjinalisasi untuk mengekspresikan hak-hak mereka (Davidson & Henley, 2007). 

Namun, di sisi lain, pemanfaatan politik identitas secara berlebihan oleh aktor politik 

dapat mengarah pada polarisasi sosial, mengancam persatuan, dan memperlemah 

kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Mietzner, 2019). Oleh karena itu, 

rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana politik identitas 

berkontribusi pada tantangan konsolidasi demokrasi dan bagaimana dampaknya pada 

stabilitas politik jangka panjang di Indonesia.  

Pembahasan tentang politik identitas dalam konteks konsolidasi demokrasi di 

Indonesia pasca-Reformasi telah menjadi topik yang mendapat perhatian luas dalam 

kajian akademis, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai jurnal nasional 

mengkaji bagaimana politik identitas memengaruhi stabilitas dan kualitas demokrasi di 

Indonesia. Penelitian oleh Wingarta et al. (2021) dari Lemhannas, misalnya, 

menunjukkan bahwa politik identitas sering kali menjadi alat dalam kontestasi politik 

untuk menggalang dukungan melalui simbol-simbol berbasis agama atau kelompok 

tertentu. Fenomena ini dikritik karena cenderung memicu fragmentasi sosial, yang dapat 

melemahkan semangat nasionalisme dan kohesi sosial, sehingga menghambat proses 

konsolidasi demokrasi. 

Kajian lebih lanjut oleh Astuti et al. (2023) menyoroti dilema politik identitas 

dalam isu nasionalisme versus agama dalam kampanye politik di Indonesia. Mereka 

mengemukakan bahwa meskipun politik identitas mampu menarik simpati pemilih 

secara emosional, pendekatan ini cenderung memperlemah prinsip-prinsip demokrasi 

inklusif, sehingga demokrasi di Indonesia terkadang lebih bersifat eksklusif dan 

transaksional daripada transformatif. Hal ini, menurut penelitian tersebut, menciptakan 

ketidakseimbangan dalam pemahaman masyarakat akan hakikat demokrasi. 
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Penelitian lain menyoroti dampak jangka panjang dari politik identitas dalam 

pemilu dan kebijakan publik, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pluralitas tinggi. 

Menurut penelitian oleh Romli dan Nurlia (2023), penggunaan politik identitas dalam 

Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bagaimana isu-isu identitas dapat memecah belah 

masyarakat perkotaan, menciptakan polarisasi yang mempengaruhi keterlibatan politik 

dan stabilitas kebijakan di masa mendatang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa 

regulasi dan pengawasan yang ketat, politik identitas bisa menjadi ancaman bagi 

perkembangan demokrasi yang sehat di Indonesia.  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam 

hubungan antara politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pada periode 

pasca-Reformasi. Dalam konteks ini, politik identitas didefinisikan sebagai pemanfaatan 

aspek identitas tertentu, seperti agama, etnisitas, atau kelompok sosial, yang digunakan 

oleh aktor politik untuk membangun dukungan politik. Tujuan utama dari studi ini 

adalah untuk mengeksplorasi bagaimana fenomena politik identitas mempengaruhi 

stabilitas, inklusivitas, dan efektivitas sistem demokrasi di Indonesia yang masih dalam 

proses konsolidasi sejak reformasi tahun 1998. Proses konsolidasi demokrasi di 

Indonesia membutuhkan integrasi sosial dan penerimaan terhadap pluralisme serta nilai-

nilai demokratis yang inklusif. Namun, politik identitas, ketika dimobilisasi dengan 

tujuan tertentu, berpotensi merusak integrasi sosial dan menciptakan polarisasi 

masyarakat, yang dapat menghambat proses konsolidasi ini (Aspinall & Berenschot, 

2019; Mietzner, 2019). 

Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif 

politik identitas. Dampak positifnya meliputi peningkatan partisipasi politik kelompok 

yang sebelumnya termarjinalisasi, sehingga suara mereka lebih terdengar dalam arena 

politik (Davidson & Henley, 2007). Namun, sisi negatifnya mencakup kecenderungan 

menciptakan polarisasi dan memperdalam jurang pemisah di antara kelompok-

kelompok yang berbeda, yang pada akhirnya dapat melemahkan institusi demokrasi dan 

menciptakan ketegangan sosial yang mengancam stabilitas demokrasi (Romli & Nurlia, 

2023). Dengan memahami dampak ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan 

mengenai bagaimana konsolidasi demokrasi dapat diperkuat melalui pengelolaan politik 

identitas yang tepat, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara 

berkelanjutan dan inklusif. 

Inti dari tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana politik 

identitas memengaruhi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia setelah era 

Reformasi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman dampak politik identitas, baik 

positif maupun negatif, terhadap stabilitas dan kualitas demokrasi. Dari sisi positif, 

penelitian ini mengeksplorasi bagaimana politik identitas dapat memperkuat partisipasi 

politik dari kelompok-kelompok tertentu yang sebelumnya kurang terwakili. Namun, 

dari sisi negatif, penelitian ini juga menyoroti potensi politik identitas dalam 

menciptakan polarisasi sosial dan mengancam persatuan nasional, yang dapat 

melemahkan institusi demokrasi dan stabilitas politik. 

Studi ini sangat signifikan karena membahas dampak politik identitas terhadap 

stabilitas politik, pembangunan sosial, dan perkembangan demokrasi di Indonesia, yang 

merupakan negara dengan keragaman sosial, budaya, dan agama yang tinggi. Politik 

identitas, yang sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menggalang dukungan, 

memiliki potensi besar dalam membentuk arah politik dan kebijakan publik di Indonesia 

pasca-Reformasi. Dalam konteks ini, studi ini berkontribusi untuk memahami apakah 
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politik identitas berperan dalam memperkuat atau justru menghambat konsolidasi 

demokrasi yang masih berkembang. 

Di satu sisi, politik identitas dapat meningkatkan partisipasi politik dengan 

memberikan suara kepada kelompok minoritas atau yang sebelumnya terpinggirkan, 

seperti yang dijelaskan oleh Aspinall dan Berenschot (2019) yang menunjukkan 

bagaimana politik identitas dapat memperkuat solidaritas internal suatu kelompok. 

Namun, sisi negatifnya, seperti yang dikemukakan oleh Mietzner (2019), politik 

identitas dapat memicu polarisasi sosial yang merusak integrasi nasional dan 

melemahkan kohesi sosial. Hal ini penting untuk dipelajari karena polarisasi semacam 

ini dapat menghambat tercapainya pembangunan sosial yang inklusif dan merata di 

Indonesia. 

Lebih lanjut, studi ini juga memiliki relevansi tinggi untuk memahami dinamika 

politik dalam menghadapi tantangan-tantangan global dan domestik, serta untuk 

merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat demokrasi yang lebih adil dan 

demokratis. Menurut penelitian oleh Romli dan Nurlia (2023), mengelola isu politik 

identitas dengan bijaksana dapat memperkuat stabilitas politik Indonesia, yang menjadi 

syarat utama untuk memastikan perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, studi ini penting dalam membantu para pembuat kebijakan, 

akademisi, dan masyarakat memahami hubungan antara politik identitas dan konsolidasi 

demokrasi, serta dampak jangka panjangnya terhadap integrasi sosial, stabilitas politik, 

dan pembangunan di Indonesia. 

Pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, 

seperti pengembangan sektor-sektor unggulan, pemberdayaan usaha kecil dan 

menengah (UKM), peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, 

pengembangan infrastruktur, dan peningkatan akses pasar domestik dan internasional. 

Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing wilayah atau daerah 

dalam kompetisi global. Pengembangan ekonomi lokal juga dapat melibatkan kerja 

sama antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga-lembaga riset, 

dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan efektivitas dari upaya-

upaya pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal 

dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengurangi 

ketimpangan regional, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional 

Di Indonesia, pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu fokus utama 

dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan dan program untuk 

mendukung pengembangan ekonomi lokal, di antaranya adalah Program Desa Mandiri, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas desa melalui 

pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor-

sektor ekonomi lokal, Program Peningkatan Daya Saing Daerah (PDSD), yang 

bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di daerah, 

serta meningkatkan investasi dan pelayanan publik di daerah, Program Pembangunan 

Kawasan Perdesaan (PKP), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di pedesaan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, 

pengembangan pariwisata, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal lainnya.  

Meskipun pengembangan ekonomi lokal dapat memberikan banyak manfaat 

bagi suatu wilayah, namun terdapat isu atau permasalahan yang dapat menghambat atau 

mempengaruhi proses pengembangan tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia 



  

 
 
JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
Vol. 21, No. 2 Desember 2024 
e-ISSN: 2986-7444; p-ISSN: 2085-1804, Hal 01-13 

menjadi salah satu masalah dalam suatu keberhasilan pengembangan ekonomi lokal, 

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang 

dibutuhkan. Namun, seringkali terjadi keterbatasan sumber daya manusia, terutama di 

wilayah yang kurang berkembang, yang dapat menghambat pengembangan ekonomi 

lokal.  

Pengembangan ekonomi lokal tergantung pada satu atau dua sektor ekonomi 

utama, seperti sektor pertanian atau perikanan. Ketergantungan pada sektor tertentu 

dapat menjadi masalah ketika sektor tersebut mengalami masalah atau stagnasi, dan 

dapat mempengaruhi seluruh perekonomian wilayah tersebut. Selain itu, Keterbatasan 

akses pasar juga menjadi isu dalam pengembangan ekonomi lokal ianya karena Pelaku 

usaha dalam pengembangan ekonomi lokal seringkali menghadapi keterbatasan akses 

ke pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dapat 

membatasi pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi usaha kecil dan menengah.  

Meskipun Kota Dumai memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih 

terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Kota Dumai 

perlu meningkatkan program-program yang fokus pada pengentasan kemiskinan, seperti 

program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan. Kota Dumai masih menghadapi 

keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini terlihat dari rendahnya 

tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat. Pemerintah Kota Dumai perlu 

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi 

masyarakat. Selain itu, Masih banyak industri dan usaha kecil yang belum mengelola 

limbah dengan baik. Hal ini menyebabkan polusi lingkungan dan mempengaruhi 

kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Dumai perlu mengeluarkan regulasi yang lebih 

ketat dan meningkatkan pengawasan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah 

industri. 

Kota Dumai juga memiliki tantangan dan permasalahan dalam pengembangan 

ekonomi lokal. Beberapa di antaranya adalah ketergantungan pada industri kelapa sawit 

yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, rendahnya tingkat pendidikan 

dan keterampilan masyarakat, serta infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Oleh 

karena itu, penelitian tentang pengembangan ekonomi lokal di Kota Dumai dapat 

memberikan wawasan dan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan potensi 

ekonomi lokal yang ada, serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

analisis deskriptif untuk mengeksplorasi hubungan antara politik identitas dan 

konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang 

fenomena sosial-politik yang kompleks, yang tidak dapat diukur dengan angka atau data 

kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dinamika 

politik identitas dan bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi konsolidasi 

demokrasi dalam konteks sosial-politik Indonesia yang pluralistik (Mietzner, 2019; 

Aspinall & Berenschot, 2019). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang mencakup 

analisis literatur yang relevan, artikel-artikel jurnal, berita terkini, serta laporan 

penelitian yang membahas tentang politik identitas dan demokrasi di Indonesia. Sumber 

data utama mencakup studi-studi terdahulu yang membahas dampak politik identitas, 

serta sumber-sumber sekunder seperti media massa yang mencatat perkembangan 



 
 
 
 

   
Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi 

 

6        JIAN - VOLUME 21, NO. 2, DESEMBER 2024 
 
 
 

politik terkait identitas, baik dalam konteks pemilu, kampanye politik, maupun 

kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus pada 

berbagai pemilihan umum (Pilkada, Pilpres) dan peristiwa politik terkini di Indonesia 

yang mencerminkan peran politik identitas dalam konsolidasi demokrasi (Romli & 

Nurlia, 2023; Davidson & Henley, 2007). 

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 

dengan pendekatan tematik. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-

tema utama yang muncul terkait politik identitas, termasuk dampaknya terhadap 

polarisasi sosial, partisipasi politik, dan kualitas demokrasi. Teknik ini akan digunakan 

untuk menggali hubungan antara faktor-faktor politik identitas dengan stabilitas dan 

kohesi sosial, serta untuk mengevaluasi apakah politik identitas memperkuat atau 

melemahkan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Selain itu, analisis ini akan 

mempertimbangkan berbagai pandangan yang ada dalam literatur untuk menilai apakah 

penggunaan politik identitas oleh aktor politik membawa dampak positif atau negatif 

terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner, 

2019). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dinamika Politik Identitas di Indonesia Pasca-Reformasi 

Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi politik yang sangat 

signifikan dari sistem otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka. Pada awalnya, era 

Reformasi membawa harapan besar akan terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif 

dan demokratis. Namun, salah satu fenomena yang semakin menonjol dalam beberapa 

dekade terakhir adalah politik identitas, yang memanfaatkan aspek-aspek identitas sosial 

seperti agama, etnisitas, dan suku untuk memperoleh dukungan politik. Politik identitas 

ini berkembang pesat di Indonesia, seiring dengan semakin meningkatnya kebebasan 

berpendapat dan dinamika politik yang lebih terbuka setelah rezim Orde Baru tumbang. 

Pada periode pasca-Reformasi, politik identitas menjadi alat yang efektif bagi banyak 

aktor politik untuk meraih suara dan mendapatkan dukungan massa, terutama menjelang 

pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemanfaatan politik 

identitas ini terlihat jelas dalam berbagai kampanye politik yang mengedepankan isu 

agama, suku, dan etnis sebagai strategi mobilisasi massa (Aspinall & Berenschot, 2019). 

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada partai politik besar, tetapi juga melibatkan 

kelompok-kelompok politik baru yang muncul pasca-Reformasi. 

Salah satu contoh yang mencolok adalah Pilkada Jakarta 2017, di mana isu 

identitas agama menjadi sangat dominan. Kampanye yang berfokus pada perbedaan 

agama antara calon gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang beragama Kristen 

dan muslim, Anies Baswedan, menunjukkan bagaimana politik identitas bisa memecah 

belah masyarakat dan menciptakan polarisasi sosial. Ahok yang berasal dari keturunan 

Tionghoa dan beragama Kristen, menghadapi serangan politik yang memanfaatkan 

sentimen agama, yang pada akhirnya berkontribusi pada kekalahan politiknya (Romli & 

Nurlia, 2023). Kampanye negatif ini berbasis pada citra Ahok sebagai "musuh" umat 

Islam, meskipun secara keseluruhan kebijakan yang dijalankannya selama menjabat 

tidak berkaitan langsung dengan isu agama. Namun, faktor identitas agama dimainkan 

untuk meraih suara kelompok tertentu, yang memperburuk polarisasi masyarakat 

Jakarta, bahkan Indonesia secara keseluruhan (Mietzner, 2019). 

Fenomena serupa terjadi di beberapa daerah lain, di mana politik identitas 

berbasis etnisitas dan agama juga digunakan sebagai alat untuk meraih suara. Misalnya, 
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di beberapa Pilkada daerah, aktor politik mengedepankan agenda agama dan identitas 

suku untuk menarik perhatian pemilih. Praktik politik identitas semacam ini sering kali 

memanfaatkan ketegangan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, 

untuk menciptakan oposisi yang lebih tajam dan memobilisasi pemilih berdasarkan 

afiliasi agama atau etnis mereka (Davidson & Henley, 2007). 

 

Dampak Politik Identitas terhadap Konsolidasi Demokrasi 

Penggunaan politik identitas pasca-Reformasi membawa dampak yang 

signifikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, politik identitas 

bisa meningkatkan partisipasi politik, terutama bagi kelompok minoritas yang 

sebelumnya kurang terwakili dalam politik formal. Dengan munculnya politik identitas, 

kelompok-kelompok ini dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan memperoleh 

representasi yang lebih besar dalam lembaga-lembaga politik. Namun, sisi negatif dari 

politik identitas adalah dapat menciptakan polarisasi yang mendalam dalam masyarakat, 

yang berpotensi merusak kesatuan nasional. 

Polaritas yang ditimbulkan oleh politik identitas berisiko merusak konsolidasi 

demokrasi dengan mengancam integrasi sosial dan kohesi antar kelompok. Ketegangan 

antar kelompok agama dan etnis bisa memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap 

institusi negara dan proses demokrasi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh 

Mietzner (2019), polarisasi yang tercipta melalui politik identitas dapat mengurangi 

kualitas partisipasi politik yang sehat dan memperburuk hubungan antar warga negara, 

yang pada akhirnya akan melemahkan stabilitas demokrasi Indonesia. 

 

Studi Kasus: Pilkada Jakarta 2017 

Pilkada Jakarta 2017 adalah salah satu studi kasus yang paling jelas mengenai 

dampak politik identitas di Indonesia. Pemilihan ini menjadi sangat politis dan dipenuhi 

dengan pertarungan identitas, di mana isu agama menjadi sangat dominan. Serangan 

terhadap Ahok, yang seorang non-Muslim, menggunakan sentimen agama untuk 

memperlemah posisinya dalam kompetisi. Kampanye negatif ini memperburuk 

ketegangan sosial yang ada, memicu konflik sosial antara kelompok agama yang 

berbeda, dan memperburuk polarisasi politik di Jakarta. Meskipun Ahok memenangkan 

putaran pertama, dalam putaran kedua, Anies Baswedan, dengan dukungan besar dari 

kelompok Islam konservatif, akhirnya keluar sebagai pemenang. 

Secara keseluruhan, dinamika politik identitas pasca-Reformasi menunjukkan 

bahwa meskipun hal tersebut dapat memperkaya proses demokrasi dengan memberikan 

suara kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, dampak negatifnya berupa 

polarisasi sosial dan ketegangan antar kelompok bisa sangat merusak stabilitas 

demokrasi. Untuk itu, pengelolaan politik identitas yang lebih bijaksana dan inklusif 

sangat diperlukan agar dapat menjaga keseimbangan antara partisipasi politik dan 

kesatuan sosial di Indonesia. 

 

 

 

Dampak Politik Identitas terhadap Konsolidasi Demokrasi 

Dampak Positif 

Politik identitas dapat berfungsi sebagai sumber solidaritas yang memperkuat 

ikatan antara kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam aspek agama, etnis, 

atau sosial. Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman sangat mendalam, politik 
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identitas memberikan ruang bagi kelompok-kelompok marginal untuk mendapatkan 

suara dan hak mereka yang selama ini mungkin terabaikan dalam politik mainstream. 

Hal ini tercermin dalam penggunaan identitas sebagai alat untuk memobilisasi 

dukungan politik dan memastikan representasi politik yang lebih adil bagi kelompok 

minoritas. Misalnya, dalam Pilkada Jakarta 2017, kampanye berbasis identitas agama 

berhasil menarik perhatian kelompok-kelompok Muslim yang merasa terpinggirkan 

oleh pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap kebutuhan agama mereka (Romli 

& Nurlia, 2023). Meskipun isu identitas ini memunculkan ketegangan, keberadaan 

politik identitas memberikan kelompok-kelompok ini saluran untuk memperjuangkan 

kepentingan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi politik secara 

keseluruhan. Hal ini memperkuat demokrasi dengan memperluas cakupan partisipasi 

dan memberikan hak suara kepada mereka yang sebelumnya kurang terwakili. 

 

Dampak Negatif 

Namun, dampak negatif dari politik identitas sangat signifikan dalam 

mempengaruhi stabilitas sosial dan konsolidasi demokrasi. Penggunaan politik identitas 

sering kali memperburuk polarisasi sosial dan memperburuk perpecahan antar 

kelompok, baik dalam hal agama, etnis, maupun suku. Ketika politik identitas 

dimanfaatkan untuk meraih keuntungan politik, ia dapat memperdalam garis pemisah 

yang ada dalam masyarakat, menyebabkan segregasi sosial yang lebih tajam, dan 

menciptakan ketegangan yang sulit diselesaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Mietzner 

(2019), politik identitas dapat mengarah pada eskalasi ketegangan antar kelompok, yang 

merusak integrasi sosial yang diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial dalam 

masyarakat yang plural. Di tingkat nasional, hal ini juga dapat mempengaruhi 

kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, karena ketidakadilan dan ketimpangan 

dalam pengelolaan politik dapat merusak legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. 

Politisi yang menggunakan identitas untuk meraih suara cenderung memfokuskan 

kebijakan pada kelompok mereka sendiri, yang justru melemahkan prinsip inklusivitas 

dalam demokrasi dan memicu rasa ketidakadilan di kalangan kelompok lainnya 

(Aspinall & Berenschot, 2019). 

Penggunaan politik identitas yang berlebihan dapat menghambat proses 

konsolidasi demokrasi, karena politik ini lebih menekankan pada perbedaan daripada 

persamaan yang dapat menyatukan seluruh warga negara. Seiring waktu, polarisasi ini 

dapat merusak kemampuan negara untuk menciptakan kebijakan yang mencerminkan 

kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kelompok. Oleh karena itu, 

meskipun politik identitas dapat meningkatkan partisipasi politik, dampak negatifnya 

dalam hal perpecahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi harus 

menjadi perhatian penting dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Salah 

satu dampak yang sering muncul dari politik identitas adalah peningkatan fragmentasi 

sosial dan ekonomi, yang memperburuk ketimpangan di masyarakat. Sebagai contoh, 

apabila politik identitas berfokus pada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan agama, 

etnis, atau golongan lainnya, ia berpotensi menciptakan ketegangan antar kelompok 

yang sebelumnya hidup berdampingan dengan damai. Hal ini dapat mengarah pada 

pembentukan aliansi politik yang lebih sempit, dan pada gilirannya memperlemah 

solidaritas nasional yang diperlukan untuk memajukan pembangunan sosial dan 

ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Pierskalla dan Hollenbach (2019), dalam banyak 

kasus, identitas kelompok lebih ditekankan dalam pembentukan kebijakan sosial dan 

ekonomi, sehingga mengabaikan kebutuhan kelompok lain yang terpinggirkan. 
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Politik identitas dapat memengaruhi distribusi sumber daya, baik dalam hal 

bantuan sosial maupun kesempatan ekonomi, yang memperburuk ketidaksetaraan antara 

kelompok. Hal ini mengarah pada rasa ketidakadilan yang mendalam di masyarakat dan 

dapat memicu ketegangan yang lebih besar. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip 

keadilan sosial dan inklusivitas dalam pengelolaan sumber daya ini menghambat proses 

konsolidasi demokrasi, yang harusnya mampu menanggulangi kesenjangan sosial secara 

menyeluruh dan merata. Disamping itu, Penelitian oleh Heryanto (2020) menunjukkan 

bahwa munculnya politik identitas di Indonesia tidak hanya memperburuk hubungan 

antar kelompok sosial, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas institusi 

pemerintahan. Ketika politik identitas menggeser fokus kebijakan negara dari isu-isu 

pembangunan yang lebih universal menjadi isu identitas yang lebih sempit, maka 

program-program pembangunan yang inklusif dan menyeluruh bisa terganggu. Rakyat 

menjadi semakin skeptis terhadap pemerintah yang mereka pandang sebagai bagian dari 

"politik permainan identitas" yang memicu ketidakpercayaan terhadap pemimpin 

mereka.  

Di sisi lain, meskipun dampak negatif dari politik identitas cukup besar, ia juga dapat 

memperkaya kualitas demokrasi jika digunakan dengan bijaksana. Identitas dapat 

berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang selama ini 

terpinggirkan, seperti kelompok minoritas agama, etnis, atau bahkan kaum perempuan. 

Politisi yang menggunakan politik identitas dengan tujuan memajukan kepentingan 

kelompok ini dapat memperkuat peran kelompok marginal dalam proses demokrasi. 

Misalnya, dalam politik Indonesia, politik identitas telah memberi ruang lebih bagi 

kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terwakili, seperti kaum minoritas Tionghoa 

dan komunitas LGBT, untuk memperjuangkan hak mereka dalam ruang publik. 

Namun, seperti yang dicatat oleh Nugroho (2022), politik identitas yang 

berfokus pada kemenangan kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umum 

dapat menciptakan siklus ketidakpercayaan dan konflik yang terus berlanjut. Oleh 

karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara politik identitas dan prinsip-

prinsip demokrasi inklusif yang melayani kepentingan bersama. 

 

 

 

Peran Institusi dan Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Isu Politik Identitas dan 

Mendukung Konsolidasi Demokrasi 

 

1. Peran Pemerintah dan Partai Politik 

Pemerintah dan partai politik di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan 

dalam menangani isu politik identitas, yang seringkali menjadi faktor pemicu polarisasi 

sosial. Sejak Reformasi, pemerintah Indonesia berusaha untuk memfasilitasi pluralisme 

dan keberagaman dengan menguatkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif. Namun, 

sering kali, aktor politik memanfaatkan isu identitas untuk memperoleh dukungan 

elektoral, yang berpotensi memperburuk ketegangan sosial. 

Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan dan regulasi, telah berusaha menjaga 

kerukunan antar kelompok dengan menetapkan kebijakan yang menjamin kebebasan 

beragama dan berkeyakinan serta memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. 

Namun, kebijakan-kebijakan ini sering kali tidak cukup untuk meredam dampak negatif 

politik identitas. Menurut Nugroho (2022), ketergantungan partai politik pada isu 

identitas sering kali memunculkan kebijakan yang lebih mengutamakan keberpihakan 
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pada kelompok tertentu, bukan pada kepentingan umum. Misalnya, dalam beberapa 

pilkada dan pemilu, partai politik menggunakan politik identitas untuk menarik suara 

kelompok-kelompok tertentu, yang kadang-kadang memperburuk polarisasi politik dan 

sosial. 

Pada saat yang sama, lembaga negara seperti Kementerian Dalam Negeri dan 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan dalam mengawasi pemilu dan memastikan 

bahwa politik identitas tidak mengarah pada diskriminasi atau ketidakadilan. Namun, 

mereka sering kali menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa kampanye 

politik tetap berfokus pada isu-isu kebijakan substantif, bukan pada identitas yang bisa 

memperburuk ketegangan sosial. 

 

2. Peran Organisasi Masyarakat Sipil 

Organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia juga memainkan peran penting 

dalam merespons politik identitas. Mereka berfokus pada advokasi untuk hak-hak asasi 

manusia, kebebasan beragama, dan toleransi antar kelompok. Organisasi-organisasi ini 

aktif dalam mengedukasi publik tentang bahaya polarisasi yang ditimbulkan oleh politik 

identitas dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan berbasis pada 

kebijakan yang memajukan kepentingan bersama. 

Lembaga seperti The Indonesian Institute (TII) dan Setara Institute telah 

menginisiasi program-program untuk mempromosikan kebijakan inklusif yang 

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengurangi penggunaan politik 

identitas dalam kampanye politik. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah dan 

lembaga internasional untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga 

melalui proses pendidikan politik dan sosial. 

Meskipun demikian, tantangan terbesar bagi OMS adalah menjaga netralitas 

mereka di tengah ketegangan politik yang dihasilkan oleh politik identitas. Banyak 

organisasi masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik internal yang berkaitan dengan 

identitas politik, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengadvokasi 

kebijakan yang lebih universal dan mengurangi perpecahan antar kelompok (Aspinall & 

Berenschot, 2019). 

 

3. Peran Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Pemilihan 

Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi politik identitas yang 

melibatkan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti dalam kasus-kasus 

di mana politik identitas digunakan untuk memperoleh keuntungan material atau 

kekuasaan. Mereka juga berperan dalam menegakkan hukum terkait ujaran kebencian, 

diskriminasi, dan kekerasan berbasis identitas. 

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemilu dan pilkada dilaksanakan 

dengan adil dan tanpa campur tangan politik identitas yang bisa mengarah pada 

pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan elektoral. Sebagai contoh, pada 

Pilkada DKI Jakarta 2017, KPU dan Bawaslu memastikan bahwa isu SARA tidak 

mendominasi proses kampanye, meskipun tetap ada tantangan dalam pengawasan 

terhadap konten kampanye yang berbasis identitas. 

Namun, banyak kritik yang mengarah pada kelemahan lembaga-lembaga ini 

dalam mengatasi kampanye berbasis identitas yang memperburuk polarisasi. 

Kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat 
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sering kali mempersulit upaya untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan 

mengurangi dampak negatif politik identitas dalam pemilu dan pilkada. 

Pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, lembaga penegak hukum, 

dan lembaga pemilihan semuanya memainkan peran penting dalam menghadapi isu 

politik identitas di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk memitigasi dampak negatif 

politik identitas, tantangan besar tetap ada dalam menciptakan konsolidasi demokrasi 

yang kuat. Peran semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa politik 

identitas tidak mengancam stabilitas sosial dan integrasi nasional, serta untuk menjaga 

agar demokrasi Indonesia tetap inklusif dan adil bagi semua kelompok. 

 

Implikasi terhadap Masa Depan Demokrasi Indonesia (Dampak Politik Identitas) 

Politik identitas di Indonesia telah berkembang pesat pasca-Reformasi, dan 

dalam jangka panjang dapat membawa dampak yang signifikan terhadap konsolidasi 

demokrasi di negara ini. Di satu sisi, politik identitas berpotensi memperkuat demokrasi 

dengan meningkatkan partisipasi politik kelompok-kelompok yang sebelumnya 

terpinggirkan atau tidak terwakili, seperti kelompok minoritas agama, etnis, atau gender. 

Dalam konteks ini, politik identitas dapat memberikan ruang bagi berbagai kelompok 

untuk mengungkapkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam kerangka 

sistem politik yang lebih inklusif (Aspinall & Berenschot, 2019). Ini berpotensi 

memperkaya dinamika politik Indonesia dengan memperluas representasi dan 

meningkatkan kualitas demokrasi. Misalnya, dalam pemilihan umum atau Pilkada, 

politik identitas dapat mendorong kelompok tertentu untuk berpartisipasi secara aktif, 

memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam kebijakan yang dihasilkan oleh 

pemerintah. 

Namun, dampak politik identitas juga memiliki sisi gelap yang tidak bisa 

diabaikan. Polarisasi sosial yang semakin tajam antara kelompok identitas yang berbeda 

dapat melemahkan kohesi sosial yang diperlukan untuk konsolidasi demokrasi yang 

sehat. Ketika politik identitas semakin mendominasi ruang politik, potensi konflik dan 

ketegangan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas bisa meningkat, 

mengancam stabilitas sosial dan merusak integritas demokrasi itu sendiri (Mietzner, 

2019). Selain itu, munculnya politik identitas yang terlalu fokus pada perbedaan bisa 

mengarah pada fragmentasi sosial yang dalam, dimana identitas kelompok menjadi 

lebih penting daripada persatuan sebagai bangsa. Ini bisa mengurangi rasa saling 

percaya di antara warga negara, menghambat kerjasama antar kelompok, dan merusak 

soliditas institusi demokrasi (Heryanto, 2020). 

Dalam jangka panjang, jika politik identitas terus berkembang tanpa pengelolaan 

yang bijaksana, ada risiko bahwa demokrasi Indonesia akan menghadapi tantangan 

serius dalam menjaga integritas sosial dan stabilitas politik. Oleh karena itu, penting 

untuk mengelola politik identitas dengan hati-hati, memastikan bahwa ia digunakan 

untuk memperkuat demokrasi dan bukan untuk memecah belah masyarakat. Ini 

membutuhkan komitmen dari pemerintah, partai politik, dan lembaga-lembaga 

masyarakat untuk menciptakan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi, mengurangi 

ketegangan sosial, dan mendorong inklusivitas dalam proses politik (Pierskalla & 

Hollenbach, 2019). 

Secara keseluruhan, masa depan demokrasi Indonesia sangat tergantung pada 

bagaimana politik identitas ini dikelola. Jika disalahgunakan, politik identitas dapat 

memperburuk ketegangan sosial dan menghambat kemajuan demokrasi. Sebaliknya, 

jika dikelola dengan bijaksana, ia dapat memperkaya demokrasi dengan 
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mempromosikan representasi yang lebih baik dan memastikan bahwa kepentingan 

semua kelompok terwakili dalam sistem politik. 

 

KESIMPULAN  
Politik identitas di Indonesia pasca-Reformasi telah menjadi fenomena yang sangat 

penting dalam perkembangan politik negara ini. Sebagai sarana bagi kelompok-

kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, politik identitas memberikan ruang bagi 

mereka untuk mengekspresikan kepentingan dan perjuangan mereka, yang pada 

gilirannya meningkatkan partisipasi politik dan memperkaya keberagaman dalam sistem 

demokrasi Indonesia. Hal ini memungkinkan berbagai kelompok, termasuk minoritas, 

untuk lebih terwakili dalam proses politik, yang pada akhirnya mendukung pluralisme 

dan inklusivitas dalam masyarakat. 

Namun, dampak negatif dari politik identitas juga cukup signifikan. Ketika 

politik identitas terlalu ditekankan, ia berpotensi memperburuk polarisasi sosial, 

memecah belah masyarakat berdasarkan identitas kelompok, dan menciptakan 

ketegangan antara berbagai komunitas. Fragmentasi sosial yang muncul dari politisasi 

identitas ini dapat menghambat integrasi sosial dan memperlemah kohesi nasional, yang 

sangat penting bagi stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi. 

Keberhasilan konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan sangat bergantung 

pada bagaimana politik identitas ini dikelola. Jika digunakan dengan bijaksana, politik 

identitas dapat memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi yang lebih luas 

dan memberikan representasi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, 

jika tidak ditangani dengan hati-hati, politik identitas dapat menyebabkan 

ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi, memperburuk ketegangan sosial, dan 

merusak stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijak dari 

pemerintah, partai politik, dan lembaga masyarakat sipil untuk menjaga agar politik 

identitas tetap menjadi alat untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk memecah belah 

bangsa.  
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